KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH

NOMOR  57  TAHUN 2002

T E N T A N G

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR  PERPUSTAKAAN DAERAH 

PROPINSI JAWA TENGAH

GUBERNUR JAWA TENGAH

Menimbang  :  
bahwa dalam rangka melaksanakan ketentuan Pasal 28 Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah, maka dipandang perlu menetapkan Penjabaran Tugas Pokok Dan Fungsi serta Tata Kerja Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah dengan Keputusan Gubernur.

Mengingat    
: 
1.
Undang-undang Nomor 10 Tahun 1950 tentang Pembentukan Propinsi Jawa Tengah;



2.
Undang-undang Nomor 4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ( Lembaran Negara Tahun 1990 Nomor  48 );



3.
Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839) ;



4.
Undang-undang Nomor 25 Tahun 1999 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 72, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3848) ;



5.
Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 1991 tentang Pelaksanaan Undang-Undang  Nomor  4 Tahun 1990 tentang Serah Simpan Karya Cetak dan Karya Rekam ;



6.
Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Daerah Propinsi Sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3952) ;



7.
Peraturan Pemerintah Nomor 84 Tahun 2000 tentang Pedoman Organisasi Perangkat Daerah (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 165) ;



8.
Keputusan Presiden Nomor 44 Tahun 1999 tentang Teknik Penyusunan Peraturan Perundang-undangan Dan Bentuk Rancangan Undang-undang, Rancangan Peraturan Pemerintah Dan Racangan Keputusan Presiden (Lembaran Negara Tahun 1999 Nomor 70) ;



9.
Keputusan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara Nomor 33 Tahun 1998 tentang Jabatan Fungsional Pustakawan dan Angka Kreditnya ;



10.
Peraturan Daerah Propinsi Jawa Tengah Nomor 9 Tahun 2001 tentang Pembentukan, Kedudukan, Tugas Pokok, Fungsi Dan Susunan Organisasi Kantor Satuan Polisi Pamong Praja, Kantor Kas Daerah, Kantor Perwakilan, Kantor Pengelolaan Barang Daerah, Kantor Perpustakaan Daerah, Kantor Pengelola Data Elektronik Propinsi Jawa Tengah (Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah Tahun 2001 Nomor 28).

M E M U T U S K A N

Menetapkan
:
KEPUTUSAN GUBERNUR JAWA TENGAH TENTANG PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA KANTOR PERPUSTAKAAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH.

B A B    I

KETENTUAN UMUM

Pasal  1

Dalam Keputusan ini yang dimaksud dengan :

a.
Propinsi adalah Propinsi Jawa Tengah ;

b.
Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Propinsi Jawa Tengah;

c.
Gubernur adalah Gubernur Jawa Tengah ;

d.
Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

e.
Kantor adalah Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

f.
Kepala Kantor adalah Kepala Kantor Perpustakaan Daerah Propinsi Jawa Tengah ;

g.
Jabatan Fungsional adalah kedudukan yang menunjukan tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak seseorang Pegawai Negeri Sipil dalam satuan organisasi yang dalam pelaksanaan tugasnya didasarkan pada keahlian dan atau ketrampilan tertentu serta bersifat mandiri.

BAB  II

PENJABARAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI

Bagian Pertama

Kantor Perpustakaan Daerah

Pasal  2

Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai tugas pokok membantu Gubernur dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan.

Pasal  3

Untuk menyelenggarakan tugas pokok sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2, Kantor Perpustakaan Daerah mempunyai fungsi :

a.
pelaksanaan perumusan kebijakan teknis di bidang Perpustakaan ;

b.
pelaksanaan pelayanan penunjang dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah di bidang Perpustakaan ;

c.
pelaksanaan penyusunan rencana dan program, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang Perpustakaan ;

d.
pelaksanaan perencanaan dan pengembangan bahan pustaka ;

e.
pelaksanaan penyelenggaraan layanan perpustakaan dan informasi ;

f.
pelaksanaan penyelenggaraan perawatan dan pelestarian bahan pustaka ;

g.
pelaksanaan pengumpulan, penyimpanan, pelestarian dan pendayagunaan karya cetak dan karya rekam ;

h.
Pelaksanaan pengembangan perpustakaan ;

i.
pelaksanaan kerjasama dengan lembaga lain di bidang Perpustakaan ;

j.
pelaksanaan fasilitasi pengembangan minat baca masyarakat ;

k.
pelaksanaan fasilitasi pembinaan Jabatan Fungsional Pustakawan ;

l.
pelaksanaan pengelolaan urusan kepegawaian, keuangan, hukum, hubungan masyarakat, organisasi dan tatalaksana serta umum dan perlengkapan.

Bagian Kedua

Kepala Kantor

Pasal  4

Kepala Kantor memimpin pelaksanaan tugas pokok dan fungsi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 dan Pasal 3 

Pasal 5

(1)
Kepala Kantor Perpustakaan Daerah membawahkan :


a.
Sub Bagian Tata Usaha ;


b.
Seksi Pengembangan Bahan Pustaka ;


c.
Seksi Deposit Dan Penerbitan ;


d.
Seksi Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka ;


e.
Seksi Pengembangan Perpustakaan ;


f.
Kelompok Jabatan Fungsional, terdiri dari sejumlah jabatan fungsional yang terbagi dalam berbagai kelompok sesuai dengan bidang keahlian dan ketrampilan.

(2)
Sub Bagian Tata Usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Sub Bagian, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

 (3)
Seksi-seksi  sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Kepala Seksi, yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Kantor.

(4)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh seorang Pejabat Fungsional senior sebagai Ketua Kelompok dan bertanggung jawab kepada Kepala  Kantor.

Bagian Ketiga

Sub Bagian Tata Usaha

Pasal  6

Sub Bagian Tata Usaha mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan Tata Usaha, pelaksanaan dan pelayanan administrasi umum, kepegawaian, keuangan, serta pelaksanaan dan pelayanan urusan kehumasan, hukum, organisasi dan tatalaksana, rumah tangga, dan perlengkapan di lingkungan Kantor.

Bagian Keempat

Seksi Pengembangan Bahan Pustaka

Pasal  7

Seksi Pengembangan Bahan Pustaka mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Pengembangan Bahan Pustaka, serta pelaksanaan dan pelayanan teknis pengadaan, dan pengolahan, pengembangan bahan pustaka, serta seleksi dan verifikasi data bibliografi.

Bagian Kelima

Seksi Deposit Dan Penerbitan

Pasal 8

Seksi Deposit Dan Penerbitan mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Deposit dan Penerbitan, pelaksanaan dan pelayanan teknis pengelolaan dan pelestarian, pendayagunaan karya cetak dan karya rekam, serta penyusunan bibliografi  dan katalog Induk Daerah serta penerbitan.

Bagian Keenam

Seksi Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka

Pasal 9

Seksi Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka mempunyai tugas menyediakan bahan rencana dan program kerja, pelaporan bidang Layanan Perpustakaan Dan Pelestarian Bahan Pustaka,  pelaksanaan dan pelayanan teknis layanan perpustakaan, perawatan dan pelestarian bahan pustaka.  

Bagian Ketujuh

Seksi Pengembangan Perpustakaan

Pasal 10

Seksi Pengembangan Perpustakaan mempunyai tugas menyediakan bahan kebijakan teknis, rencana dan program kerja, pemantauan dan evaluasi, pelaporan bidang Pengembangan Perpustakaan, pelaksanaan dan pelayanan teknis pengembangan perpustakaan, fasilitasi pengembangan miniat baca masyarakat, serta fasilitasi pembinaan dan pengembangan Jabatan Fungsional Pustakawan.

Bagian Kedelapan

Kelompok  Jabatan  Fungsional

Pasal  11

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas pokok melakukan kegiatan dalam menunjang tugas pokok Kantor .

Pasal 12

(1)
Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11, terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional yang terbagi dalam berbagai sub kelompok sesuai dengan bidang keahliannya .

(2)
Jumlah Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditentukan berdasarkan kebutuhan dan beban kerja .

(3)
Jenis dan jenjang Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku .

(4)
Pembinaan terhadap Pejabat Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

B A B    I I I

TATA  KERJA

Pasal  13

Kepala Kantor dalam melaksanakan tugasnya berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan kebijakan yang ditetapkan oleh Gubernur.

Pasal 14

Dalam melaksanakan tugasnya, Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi, dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi secara vertikal dan horisontal, baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya  sesuai dengan tugas pokok masing-masing.

Pasal  15

Setiap Pimpinan Satuan Organisasi wajib mengawasi bawahan masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 16

(1)
Setiap Pimpinan Satuan Organisasi dalam lingkungan Kantor bertanggung jawab dalam memimpin, mengkoordinasikan bawahannya masing-masing serta memberikan bimbingan dan petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya .

(2)
Setiap Pimpinan dalam satuan organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab kepada atasan masing-masing serta menyampaikan laporan berkala tepat pada waktunya .

(3)
Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada atasan, tembusan laporan disampaikan kepada Kepala Satuan Organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja .

(4)
Setiap laporan yang diterima oleh Pimpinan Satuan Organisasi dari bawahan wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan penyusunan laporan lebih lanjut dan dijadikan bahan untuk memberikan petunjuk- petunjuk kepada bawahan .

B A B    I V 

KEPEGAWAIAN

Pasal 17

Jenjang Jabatan dan Kepangkatan serta susunan kepegawaian diatur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pasal 18

Kepala Kantor, Kepala Sub Bagian, Kepala Seksi dan Ketua Kelompok Jabatan Fungsional di lingkungan Kantor diangkat dan diberhentikan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB V

KETENTUAN LAIN-LAIN


Pasal 19

Bagan Organisasi Kantor Perpustakaan Daerah sebagaimana tercantum dalam Lampiran, merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

BAB VI

KETENTUAN  PENUTUP

Pasal  20

Dengan berlakunya Keputusan ini maka ketentuan-ketentuan yang tidak sesuai dengan Keputusan ini dicabut dan dinyatakan tidak berlaku lagi.

Pasal  21

Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini sepanjang mengenai pelaksanaannya diatur oleh Kepala Kantor.

Pasal  22

Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Keputusan ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Propinsi Jawa Tengah.

Ditetapkan   di   Semarang

pada tanggal   5  Mei  2002

GUBERNUR  JAWA  TENGAH

TTD

M A R D I Y A N T O

Diundangkan di  Semarang

pada tanggal   10  Mei  2002

SEKRETARIS DAERAH

PROPINSI JAWA TENGAH

TTD

M A R D J I J O N O

LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002 NOMOR 59tc "NOMOR   \:   59"
tc "LEMBARAN DAERAH PROPINSI JAWA TENGAH TAHUN 2002"
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